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. Otonomi Daerah  bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, pemerataan, keadilan, peran 
serta masyarakat, peningkatan daya saing daerah,efisiensi dan efektivitas. 
Pelaksanaan Otonomi Daerah berdampak terhadap peningkatan kewenangan 
pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan di daerah termasuk 
pelayananan bidang ketenagakerjaan. Objek dari penelitian ini untuk 
mengetahui (1) kewenangan pemerintah daerah dalam pelayanan bidang 
ketenagakerjaan (2) kendala-kendala yang menghambat pelayanan bidang 
ketenagakerjaan. 
Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Kota Surakarta. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data 
berupa penelitian normatif dan penelitian lapangan dengan melakukan 
wawancara langsung terhadap narasumber pada instansi tersebut 
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surakarta 
dalam melaksanakan kewenangan pelayanan bidang ketenagakerjaan telah 
memiliki Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 
17 Tahun 2015 tentang Informasi Ketenagakerjaan sebagai pedoman teknis 
pelaksanaan pelayanan bidang ketenagakerjaan di Kota Surakarta. Langkah 
yang ditempuh dalam menjalankan Pelayanan bidang ketenagakerjaan oleh 
Pemerintah Kota Surakarta melalui perbaikan kualitas daya saing, kompetensi 
tenaga kerja  dan perbaikan fasilitas balai latihan kerja. 
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 The regional autonomy aims at improving the prosperity of community 
through the improvement of services, empowerment, equitable development, 
distribution justice, participation of community, local competitiveness, 
efficiency, and effectiveness. The implementation of regional autonomy 
affects the increase of authority of local governments in conducting local 
development including the employment field services. The objectives of this 
study are to investigate: (1) the authority of local government in the 
employment field services and (2) the constraints which inhibit the 
employment field services. 
 This research was conducted at the Social Service, Manpower, and 
Transmigration Office of Surakarta. It used the normative and field research 
methods. The data were collected through direct interview with the informants 
of the office.  
 The result of research shows that the City Government of Surakarta in 
implementing its authority in the employment field services is based on Local 
Legislation of the City  of Surakarta Number: 3 of 2014 regarding 
Employment Implementation and Regulation of Mayor of the City of 
Surakarta Number: 17 of 2015 regarding Employment Information as 
Technical Guidelines for the Employment Field Service Implementation in the 
City  of Surakarta. The measures to implement the employment field services 
by the City Government of Surakarta are improvement of local 
competitiveness, improvement of manpower competencies, and improvement 
of facilities of the local training center. 
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